Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

. a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Peraturan
Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Jasa Usaha.

. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantiea Stbl. 1926

Nomor 226);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 );

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik
Indonesai Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3814);

. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraaan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai
Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5052);

13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5058);

15.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3529);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3530);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);

21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran
Negara Republik Indonesai Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
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22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4227);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

28.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070);

29.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan
Orang di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5108);

30.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5161);

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

33.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 31 Tahun 1995
tentang Terminal Transportasi Jalan;

34.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 38 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan
Penyeberangan;

35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 45 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Laut;

36.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor
14);
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37.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008
Tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor
15);

38.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

39.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah;

40.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan

BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

w

o

Daerah adalah Kabupaten Sumenep;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sumenep;

Kepala Daerah Kabupaten Sumenep adalah Bupati;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep adalah Peraturan Bupati;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan;

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan;
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9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta;

10. Laboratorium Daerah adalah sarana kesehatan pemerintah di Kabupaten yang
melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang
berasal dari manusia, bahan bukan berasal dari manuasia untuk penentuan jenis
penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat
berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;

11.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik
yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta
tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

12.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat
sementara;

13.Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu maupun
tempat yang secara khusus disediakan dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah
sebagai tempat parkir kendaraan umum;

14.Tempat Parkir Insidentil, adalah tempat di tepi jalan umum dan/atau lahan
tertentu yang dipergunakan sebagai tempat parkir secara tidak tetap
dikarenakan adanya suatu kepentingan atas kegiatan atau keramaian;

15.Pasar adalah tempat vyang diberi batas tertentu dan terdiri atas
halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;

16.Los adalah bangunan tetap di Dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan
memanjang tanpa dilengkapi dinding;

17.Daerah pasar, adalah daerah atau lokasi yang ada di dalam maupun diluar batas
pasar dalam radius 1 (satu) Km dari pasar;

18.Toko, Kios dan Stand adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan
satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai
dengan langit-langit yang clipergunakan untuk usaha berjualan;

19.Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran
atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/Sederhana yang berupa halaman/
pelataran, Los dan atau Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus
untuk disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh
Perusahaan Daerah (PD) Pasar;

20.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk
mengatur kedatangan dan Keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;

21.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk
angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;

22.Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 orang termasuk untuk pengemudi atau
beratnya tidak lebih dari 3500 kg;

23.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang
dengan mobil Bus, mobil Penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai
asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi;

24. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

25.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat
duduk yang lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau
beratnya lebih dari 3500 kg;
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